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ABSTRAK 

 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan tanah untuk keperluan rumah 

tempat tinggal dan keperluan pembangunan semakin meningkat, sedangkan luas tanah adalah relatif 

tetap. Hal-hal tersebut sering mengakibatkan terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 

Maka perlu ditelaah bagaimana karakteristik mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan umum 

dan pemberian ganti rugi serta apabila terjadi sengketa bagaimana penyelesaian sengketa hak 

tanggungan yang dilakukan yang mana objek jaminannya terkena imbas pembebasan lahan oleh 

pemerintah.  

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang 

merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan 

literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Pada saat pelaksanaan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum khusus yang kaitannya mengambil alih lahan masyarakat yang mana 

pelaksanaanya dilakukan sesuai ketentuan UU No 2 Tahun 2012 agar terciptanya keadilan dan 

perlindungan hukum kepada pemeganh hak atas tanah. Kedua: dalam Pasal 11 angka (2) Huruf H 

UUHT, terdapat adalah janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau 

sebagian dari ganti rugi yang diterima kreditor untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak 

Tanggungan dilepaskan haknya oleh debitor atau dicabut haknya untuk kepentingan umum. Melalui 

peraturan ini dapat terlihat yang diutamakan yaitu kepentingan umum. Manakala janji tersebut 

ternyata tidak dicantumkan, perlu diingat bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan lahir atas 

amanah dari Undang-Undang Pokok Agraria yang mendasar pada hukum adat.  

 

Kata Kunci: Hak tanah, Hak Tanggungan, Kepentingan Umum 
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ABSTRACT 

 Along with population growth, the need for land for residential needs and development needs 

has increased, while the area of land is relatively fixed. These things often result in disputes, 

conflicts and land cases. Then it is necessary to examine how the characteristics of land acquisition 

in the public interest and the provision of compensation as well as in the event of a dispute how the 

settlement of mortgage rights disputes are carried out where the collateral object is affected by land 

acquisition by the government. 

The method used in this thesis uses the Normative research method which is a library research, 

namely research on legislation and literature relating to the material discussed. 

 Based on the results of the study, it can be concluded first: At the time of the implementation 

of land acquisition for special public interests in relation to taking over community land, the 

implementation was carried out according to the provisions of Law No. 2 of 2012 in order to create 

justice and legal protection for the holder of land rights. Second: in Article 11 number (2) Letter U 

UUHT, there is a promise that the Underwriting Right Holder will obtain all or part of the 

compensation received by the creditor for repayment of his receivables if the Underwriting Right 

object is waived by the debtor or revoked his right in the public interest. Through this regulation, it 

can be seen that the priority is the public interest. When the promise is apparently not included, it 

is necessary to remember that the Mortgage Law was born on the mandate of the Basic Agrarian 

Law which is based on customary law. 

 

Keywords: Land rights, mortgage rights, public interests 
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